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DISKA RIZKI SAPUTRI BAMBANG (B 111 07807), judul skripsi: 
Tinjauan Kemitraan Antara Perusahaan Modal Ventura dan 
Perusahaan Pasangan Usahanya di Kota Makassar dengan dosen 
pembimbing Badriah Rifai dan Nurfaidah Said 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai keterlibatan perusahaan 
modal ventura kepada pasangan usaha dalam hal kegiatan operasional 
dan mekanisme usaha yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura 
dan perusahaan pasangan usaha. 
Penelitian ini dilaksanakan di PT. Celebes Capital Ventura dan PT. 
Sulsel Ventura dengan melakukan wawancara terhadap staf legal PT. 
Capital Celebes Ventura dan direksi dan staf legal PT. Sulsel ventura. 
Disamping itu peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara 
menelaah buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi 
penulis, serta perjanjian antara perusahaan modal ventura dan 
perusahaan pasangan usahanya. 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: adalah (1) 
dalam hal keikutsertaan perusahaan modal ventura dalam manajemen 
perusahaan pasangan usaha, PT. Celebes Capital tidak memfasilitasi 
bantuan manajemen dan keuangan terhadap perusahaan pasangan 
usaha, pasangan usaha hanya diwajibkan menyetor bukti kas setiap 
bulannya sebagai pencegahan terhadap penyalahgunaan modal yang 
diberikan, sedangkan PT. Sulsel Ventura menyediakan tetapi jarang 
diaplikasikan di lapangan dikerenakan keengganan dari perusahaan 
pasangan usaha yg merasa PT. Sulsel Ventura akan terlalu mencampuri 
bisnis mereka, namun PT. Sulsel Ventura melakukan kunjungan-
kunjungan yang dimaksud untuk mengawasi perkembangan usaha 
perusahaan pasangan usaha serta mengawasi penggunaan dana modal 
yang diberikan, kunjungan biasanya dilakukan sebelum dan setelah 
pencairan dana. (2) baik PT. Celebes Capital maupun PT. Sulsel Ventura 
keduanya mewajibkan adanya jaminan dalam syarat penyertaan modal.  
PT. Celebes Capital yang mengkhususkan penyertaan modalnya di 
perusahaan yang bergerak dibidang otomotif (showroom) mensyaratkan 
jaminan berupa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan 
bermotor yang akan dijual di perusahaan pasangan usaha (showroom) 
sedangkan PT. Sulsel Ventura yang telah berdiri sejak tahun 1994 
memiliki perusahaan pasangan usaha dari berbagai jenis bidang usaha, 
sehingga jaminan yang disyaratkan dapat berupa barang bergerak, 
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A. Latar belakang masalah 
Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk 
lebih dari 241 juta jiwa dan telah mengalami pasang surut ekonomi 
menyisakan masalah pelik bagi pemerintah. Sumber pembiayaan dari 
perbankan saat ini juga sangat berat dirasakan oleh kalangan pengusaha, 
karena tingkat bunga pinjaman yang dibebankan oleh bank relatif masih 
cukup tinggi, sementara peningkatan produksi serta pemasaran 
produknya belum cukup untuk menutup beban bunga tersebut. Akibat dari 
keadaan ini banyak pengusaha khususnya pengusaha mikro, kecil dan 
menengah yang menunda bahkan mengurungkan niatnya untuk 
melakukan pengembangan usahanya. Sumber pembiayaan dari modal 
ventura merupakan salah satu alternatif bentuk pembiayaan yang dapat 
dijadikan sebagai sumber pembiayaan oleh perusahaan skala kecil dan 
menengah namun mempunyai potensi untuk berkembang dimasa datang1 
Industri kecil dan menengah mempunyai banyak kendala internal, 
seperti kekurangan modal dan minimnya kemampuan manajerial, serta 
masih bersifat usaha keluarga. Dilain pihak permintaan akan produksi 
kecil dan menengah dari waktu ke waktu mengalami peningkatan 
permintaan. Hal ini merupakan peluang bagi industri kecil dan menengah 
                                                           
1
  http://www.deptan.go.id/pembiayaan/dokumen/bidang%20pembiayaan 
%20komersial/PEDUM%20MODAL%20VENTURA.pdf 
2 
untuk meraihnya, tetapi tingginya suku bunga pinjaman membuat 
pengusaha mengalami kesulitan. 2 
Adanya kendala yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah, 
yang diimbangi dengan peluang usaha yang terbuka, tentunya tidak akan 
dibiarkan begitu saja oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah sudah 
memikirkan salah satu jalan  alternatif untuk dapat menyelesaikan agenda 
pengangguran ini, yaitu dengan mendukung usaha kecil dan menengah 
diseluruh wilayah di Indonesia. Langkah nyata yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk menghidupkan usaha kecil dan menengah, yaitu 
menyediakan pembiayaan yang tidak memberatkan industri kecil dan 
menengah dengan mendirikan perusahaan  pembiayaan. 
Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 
1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang dimaksud dengan lembaga 
pembiayaan adalah3: 
“Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk 
penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara 
langsung dari masyarakat”. 
Salah satu alternatif pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah 
yaitu perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura adalah 
badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk 
penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan 
                                                           
2
  http://www.google.co.id/search?q=Yustisia+Edisi+Nomor+68+Mei&ie=utf -
8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:id:official&client=firefox-a 
3
  O.P. Simongkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, Bogor, 
Ghalia Indonesia, 2004, Hal 169. 
3 
pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan 
saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau 
pembiayaan berdasarkan pembagian bagi hasil usaha. Modal ventura dan 
perusahaan kecil dan menengah merupakan dua sisi yang saling 
membutuhkan. Bagi perusahaan kecil dan menengah kehadiran modal 
ventura merupakan media untuk mengembangkan usaha, sedangkan bagi 
modal ventura, perusahaan kecil dan menengah adalah kesempatan 
untuk mengembangkan usaha.  
Modal ventura mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1988 
dan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan perusahan 
modal ventura ini dikarenakan perusahan kecil dan menengah yang 
menjadi perusahaan pasangan usaha modal ventura dapat dengan 
mudah mendapatkan pinjaman modal, hal yang selama ini menjadi 
hambatan perusahaan kecil dan menengah untuk berkembang. Selain 
modal usaha, faktor lain yang menghambat perusahaan kecil dan 
menengah untuk berkembang adalah dari segi manajemen. Perusahaan 
kecil dan menengah umumnya memiliki pengetahuan yang minim 
mengenai pengelolaan manajemen, sistem pemasaran produk, dan lain-
lain. Hal inilah yang menjadi keunggulan modal ventura yang tidak 
mungkin diberikan oleh bank seperti pembinaan manajemen pasar serta 
penyertaan modal ventura tidak menuntut adanya pembayaran bunga 
pinjaman, suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh bank, karena justru 
4 
mengenakan bunga setinggi mungkin, karena ini memang merupakan 
penghasilan bank4 
Perusahaan modal ventura dikenal sebagai lembaga pembiayaan 
dengan resiko tinggi. Dikatakan memiliki resiko tinggi karena modal 
ventura berbeda dengan bentuk pembiayaan lain seperti perbankan. 
Dalam memberikan kredit bank umumnya hanya sebatas memberikan 
modal saja dan menuntut adanya jaminan atas pinjaman kredit serta 
pembayaran bunga. Lain halnya dengan modal ventura yang memberikan 
penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usaha, karena 
pembiayaan yang diberikan berupa modal bukan pinjaman kredit maka 
perusahaan modal ventura (PMV) tidak dikenal bunga dan jaminan 
melainkan pembagian keuntungan sesuai dengan proporsi masing-
masing. Dilihat dari jenis pembiayaan yang berupa penyertaan modal 
dalam rangka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, PMV 
memberikan bantuan operasional guna mengembangkan usaha 
perusahaan pasangan usaha. Bantuan operasional yang diberikan oleh 
Perusahaan modal ventura berupa pendidikan manajemen, administrasi, 
akuntansi dan pemasaran produk/jasa perusahaan pasangan usaha 
dengan menempatkan wakilnya di perusahaan pasangan usaha.  
untuk mengakomodasi kepentingan para pihak dalam kegiatan 
kerjasama antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan 
usaha maka dituangkan dalam bentuk kontrak/perjanjian penyertaan 
                                                           
4
  Kadarisman Hoediono, Modal Ventura sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Masa 
Depan, Jakarta, IBEC, 1995, Hal 143 
5 
modal ventura. Perjanjian ini yang mendasari kerjasama antara 
perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha.. 
Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, 
maka penulis tertarik untuk meneliti tinjuan kemitraan antara Perusahaan 
Modal Ventura dan perusahaan pasangan usaha di kota Makassar. 
 
B. Rumusan masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan diatas, yang 
menjadi rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimanakah keterlibatan Perusahaan Modal Ventura kepada 
Perusahaan Pasangan Usaha dalam hal kegiatan operasional? 
2. Bagaimanakah perlindungan hukum perusahaan modal ventura 
dalam keterlibatannya pada perusahaan pasangan usaha? 
 
C. Tujuan penelitian 
1. Untuk mengetahui keterlibatan Perusahaan Modal Ventura 
kepada Perusahaan Pasangan Usaha dalam hal kegiatan 
operasional. 
2. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum 
perusahaan modal ventura dalam keterlibatannya pada 
perusahaan pasangan usaha. 
 
D. Manfaat penelitian 
1. Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi seluruh 
kalangan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan 
6 
pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum lembaga 
pembiayaan pada khususnya, 
2. Diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran dan saran 













A. Lembaga pembiayaan 
1. Pengertian lembaga pembiayaan 
Lembaga pembiayaan relatif baru jika dibandingkan dengan 
lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Lembaga pembiayaan 
berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi Tahun 1988, yaitu 
Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 
Desember 1988 (pakdes 88). 
Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan 
pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau 
barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari 
masyarakat. 
Kebijakan dibidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan 
diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang 
Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan 
Lembaga Pembiayaan. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Keputusan 
Presiden Nomor 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf b Surat Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 yang dimaksud dengan 
lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 
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pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan 
tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. 
2. Unsur-unsur lembaga pembiayaan 
Berdasarkan definisi diatas, dalam pengertian lembaga 
pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut5: 
1. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus 
didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam 
bidang usaha lembaga pembiayaan. 
2. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas 
dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha 
yang membutuhkan. 
3. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk 
suatu keperluan. 
4. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan 
sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, 
dan sebagainya. 
5. Tidak menarik dana secara langsung, artinya tidak mengambil 
uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, 
tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai 
sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi krediturnya. 
                                                           
5
  Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal. 2.  
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6. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama disuatu 
tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka 
anggap sama. 
3. Bentuk hukum lembaga pembiayaan  
Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya 
dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka (5) 
Keppres Nomor 61 tahun 1988 yang dimaksud dengan perusahaan 
pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan 
bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang 
termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan 
pembiayaan dimaksud, menurut pasal 3 ayat (2) Keppres Nomor 61 tahun 
1988 berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi, dengan demikian 
untuk dapat menajalankan usaha dibidang pembiayaan, maka 
perusahaan pembiayaan harus berbentuk badan hukum baik berbentuk 
Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi6. 
4. Perbedaan lembaga pembiayaan dengan lembaga perbankan 
Meskipun antara lembaga pembiayaan dan lembaga perbankan 
sama-sama sebagai lembaga keuangan dan ada kaitan antara yang satu 
dengan lainnya, namun ada beberapa hal yang membedakan antara 
keduanya, antara lain sebagai berikut7: 
                                                           
6
  Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal. 4.  
7
  Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal. 14-
15. 
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1. Dilihat dari kegiatannya, lembaga pembiayaan difokuskan pada 
salah satu kegiatan keuangan saja. Misalnya perusahaan modal 
ventura menyalurkan dana dalam bentuk modal penyertaan 
pada perusahaan pasangan usaha. Adapun lembaga perbankan 
merupakan keuangan yang paling lengkap kegiatannya, yaitu 
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 
dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, serta 
melaksanakan kegiatan dibidang jasa keuangan lainnya. 
2. Dilihat dari cara menghimpun dana, lembaga pembiayaan tidak 
dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka. Adapun 
lembaga perbankan dapat secara langsung menghimpun dana 
dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito 
berjangka. 
3. Dilihat dari aspek jaminan, lembaga pembiayaan dalam 
melakukan pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan 
karena unit yang dibiayai merupakan objek pembiayaan. 
Adapun lembaga perbankan dalam pemberian kredit lebih 
berorientasi kepada jaminan. 
4. Dilihat dari kemampuan menciptakan uang giral, lembaga 
pembiayaan tidak dapat menciptakan uang giral. Adapun 
lembaga perbankan, yaitu bank umum dapat menciptakan uang 
giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar 
11 
dimasyarakat. Dari simpanan masyarakat berupa giro, 
disamping dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam 
suatu transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro, bagi 
bank umum giro juga dapat dipergunakan untuk menciptakan 
uang giral. 
5. Dilihat dari pengaturan, perizinan, pembinaan, dan 
pengawasannya dalam lembaga pembiayaan dilakukan oleh 
Departemen Keuangan. Adapun untuk lembaga perbankan 
dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 
1998, maka wewenang dalam hal pengaturan dan perizinan 
sepenuhnya berada pada Bank Indonesia. Dengan 
diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, maka 
fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya berada dalam 
kewenangan Bank Indonesia akan dialihkan kepada suatu 
lembaga khusus, yaitu Lembaga Pengawas Jasa Keuangan. 
 
B. Modal ventura sebagai salah satu alternatif pembiayaan 
1. Tinjauan umum tentang modal ventura 
a. Pengertian modal ventura 
Istilah modal ventura sudah tidak asing lagi di dunia bisnis dan 
hukum di Indonesia. Istilah modal ventura yang merupakan terjemahan 
dari terminologi bahasa inggris, venture capitalmemiliki arti sesuatu yang 
mengandung risiko atau dapat pula berarti sebagai usaha. 
12 
Dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang 
Lembaga Pembiayaan, modal ventura didefinisikan sebagai badan yang 
melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke suatu 
perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu 
tertentu. 
Istilah modal ventura merupakan terjemahan dari terminologi 
bahasa Inggris, Venture Capital yang berarti sesuatu yang mengandung 
resiko atau dapat pula berarti sebagai usaha. Secara harafiah modal 
ventura berarti modal yang diinvestasikan pada suatu usaha yang 
mengandung resiko. Dikatakan mengandung resiko karena dalam 
investasi ini tidak menekankan aspek jaminan (collateral)8. 
Dalam Dictionary of Business terms, disebutkan bahwa modal 
ventura adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai 
suatu perusahaan yang melibatkan risiko investasi tetapi juga menyimpan 
potensi keuntungan di atas keuntungan rata-rata dari investasi dalam 
bentuk lain. karena itu, modal ventura disebut juga sebagai risk capital 
(Jack P. Friedman, 1987:613). Sebenarnya diberikan istilah risk capital 
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Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal.19 
9
Dr. Munir Fuady,S.H.,M.H.,LL.M., Hukum tentang Pembiayaan, Bandung, PT.Citra 
Aditya Bakti, 2006, Hal. 109. 
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b. Karakteristik modal ventura 
Dari berbagai definisi tersebut diatas, terlihatlah bahwa 
sesungguhnya modal ventura itu mempunyai karakteristik antara lain 
sebagai berikut10: 
1. Pemberian bantuan finansial dalam bentuk modal ventura ini 
tidak hanya menginvestasi modalnya saja, tetapi juga ikut terlibat 
dalam manajemen perusahaan yang dibantunya. 
2. Investasi yang dilakukannya tidaklah bersifat permanen, tetapi 
hanyalah bersifat sementara, untuk kemudian sampai masanya 
dilakukan difestasi. 
3. Motif dari modal ventura yang murni tetap motif bisnis, yakni 
untuk mendapatkan keuntungan yang relatif tinggi, walaupun 
dengan resiko yang relatif tinggi pula. Jadi, bukan bermotif 
charitasatau belas kasihan. Karna mengharapkan keuntungan 
yang relatif tinggi, maka rata-rata return yang diharapkan jauh 
melebihi bunga kredit bank. 
4. Investasi dengan bentuk modal ventura yang dilakukan kedalam 
perusahaan pasangan usaha bukanlah investasi jangka pendek. 
Tetapi merupakan investasi jangka menengah atau jangka 
panjang. Dan biasanya winners will take longer to realise than 
losers. 
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Dr. Munir Fuady,S.H.,M.H.,LL.M., Hukum tentang Pembiayaan, Bandung, PT.Citra 
Aditya Bakti, 2006, Hal. 110-112. 
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5. Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk 
pinjaman, tetapi dalam bentuk partisipasi equity, atau setidak-
tidaknya loan yang dapat dialihkan ke equity (convertible). 
Karena itu returnyang diharapkan oleh perusahaan modal 
ventura bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan 
dividen dan capital gain. Karena itu return bersifat slow yielding 
dan tidak teratur. 
6. Pada prinsipnya modal ventura merupakan investasi tanpa 
jaminan collateral, karena itu lebih dibutuhkan kehati-hatian dan 
kesabaran. 
7. Prototype dari pembiayaan dengan modal ventura adalah 
pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau 
perusahaan baru, tetapi menyimpan potensi besar untuk 
berkembang. Biasanya terhadap perusahaan yang 
mengembangkan penemuan baru dibidang ilmu dan teknologi, 
ataupun yang mengandung terobosan-terobosan, yang tentu 
dengan resiko yang sangat tinggi. Walaupun begitu kemudian 
berkembang pula modal ventura terhadap bukan perusahaan 
pemula. Karena itu, angka kegagalan investasi lewat modal 
ventura juga relatif tinggi. Biasanya kegagalannya bisa mencapai 
20%. 
8. Biasanya, investasi modal ventura dilakukan terhadap 
perusahaan yang tidak punya akses untuk mendapatkan kredit 
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perbankan. Misalnya perusahaan tidak mempunyai track record 
yang fantastis, tidak mempunyai balance sheet atau kolateral 
yang baik. 
c. Tujuan dan manfaat modal ventura 
Sebagai lembaga bisnis modal ventura berorientasi untuk 
memperoleh keuntungan dalam jumlah besar, tetapi modal ventura 
merupakan usaha dengan tingkat resiko yang tinggi. Namun demikian 
tujuan utama dari modal ventura adalah memberikan banyak manfaat bagi 
pengembangan usaha khususnya bagi usaha kecil di Indonesia. 
Menurut Dahlan Siamat pembiayaan modal ventura disamping 
berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan resiko 
yang tinggi pula, juga bertujuan antara lain11: 
1. Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahan 
baru. 
2. Membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami 
kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada 
tahap-tahap awal. 
3. Membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu 
produk maupun pada tahap mengalami kemunduran. 
4. Membantu terwujudnya hanya dari suatu gagasan menjadi 
produk jadi yang siap dipasarkan. 
5. Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri. 
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Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal. 24 
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6. Mendorong pengembangan proyek research and development. 
7. Membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar 
terjadinya alih teknologi. 
8. Membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu 
perusahaan.  
Disamping tujuan di atas, Martono menginventarisasi beberapa 
manfaat apabila dilihat dari sisi perusahaan pasangan usaha, yaitu 
sebagai berikut12: 
1. Kegiatan usaha dapat ditingkatkan 
Pada umumnya perusahaan pasangan usaha merupakan 
perusahaan kecil yang memerlukan penambahan dana untuk 
meningkatkan kegiatan usahanya. Perusahaan kecil dan 
perusahaan baru pada awal melakukan usaha biasanya 
mengalami kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari 
bank. Dengan adanya pembiayaan modal ventura, perusahaan 
kecil yang masih dalam awal perkembangan dapat menjadi 
perusahaan pasangan usaha sehingga  dapat memperoleh 
bantuan dana untuk meningkatkan kegiatan usahanya. 
2. Kemungkinan keberhasilan usaha lebih besar 
Seseorang yang menemukan produk atau ciptaan baru belum 
tentu mampu memproduksi dan berhasil memasarkan hasil 
produknya. Pelaksanaan produksi dan memasarkan produk 
memerlukan suatu keahlian, pengalaman, dan jaringan 
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Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal. 24-25 
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pemasaran yang dapat menjamin kelancaran usaha.  Dengan 
masuknya modal ventura yang memiliki kemampuan 
manajemen dan latar belakang bisnis yang kuat sebagai partner 
usaha, kemungkinan keberhasilan perusahaan pasangan usaha 
lebih besar. 
3. Peningkatan efisiensi pemasaran produk 
Pada awal dilakukannya kegiatan produksi biasanya kegiatan 
pemasarannya tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh kegiatan 
pemasaran dilakukan sendiri dan jumlah produksinya masih 
relatif kecil. Dengan masuknya modal ventura yang dapat 
memberikan bantuan dana, bantuan manajemen, juga memiliki 
jaringan pemasaran yang luas, maka perusahaan pasangan 
usaha dapat meningkatkan efisiensi pemasaran produknya. 
4. Peningkatan bankabilitas 
Perusahaan yang baru dan mengalami kesulitan dana biasanya 
juga memiliki manajemen yang lemah. Dengan kondisi yang 
demikian para kreditor termasuk bank kurang berminat untuk 
memberikan pinjaman. Dengan masuknya modal ventura, akan 
meningkatkan kepercayaan para kreditor/ bank untuk 
memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. 
5. Peningkatan tingkat likuiditas 
Pembiayaan modal ventura dengan cara penyertaan modal 
tidak perlu membayar beban bunga dan angsuran utang. Hal ini 
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berbeda dengan utang bank yang menimbulkan kewajiban 
membayar angsuran utang dan beban bunga. Dengan 
demikian, penambahan modal penyertaan secara langsung 
akan meningkatkan tingkat likuiditas perusahaan 
6. Peningkatan tingkat rentabilitas 
Dengan bantuan penambahan dana sekaligus bantuan 
manajemen yang memiliki tenaga-tenaga profesional dan 
berpengalaman, maka kegiatan produksi dan pemasaran akan 
lebih efektif dan efisien. Volume produksi dan penjualan dapat 
ditingkatkan. Biaya produksi dan pemasaran dapat ditekan, dan 
pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan memperoleh 
laba (rentabilitas). 
d. Jenis-jenis pembiayaan Modal Ventura 
Perusahaan modal ventura di dalam melakukan aktivitas 
pembiayaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha dapat 
dibedakan dalam beberapa jenis atau pendekatan. Adapun jenis 
pembiayaan modal ventura yang biasanya ditempuh oleh perusahaan 
modal ventura, yaitu13: 
1. Penyertaan saham langsung 
Jenis pembiayaan ini adalah penyertaan langsung kepada 
perusahaan pasangan usaha, di mana perusahaan modal 
ventura bertindak sebagai salah satu pemegang saham di 
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perusahaan pasangan usaha. Ada 2 (dua) alternatif masuknya 
perusahaan modal ventura ke perusahaan pasangan usaha, 
yaitu mendirikan perusahaan baru bersama-sama dan masuk 
sebagai pemegang saham baru di dalam suatu perusahaan 
yang telah berjalan, baik membeli saham pemegang saham 
lama atau mengambil saham yang masih portepel. 
Hasil yang diterima oleh perusahaan modal ventura adalah 
deviden saham, capital gain, dan kontrak manajemen tahunan. 
Selain itu, perusahaan pasangan usaha akan mendapatkan 
manfaat dari sudut manajemen, pengawasan, dan pengelolaan 
operasional perusahaan, karena perusahaan modal ventura 
biasanya akan menempatkan wakilnya dalam perusahaan 
tersebut. 
2. Obligasi konversi 
Selain penyertaan saham langsung seperti penjelasan diatas, 
pembiayaan modal ventura juga terdapat dalam bentuk obligasi 
konversi atau yang disebut semy equity financing. Pembiayaan 
dengan obligasi konversi yang dilakukan oleh perusahaan 
modal ventura biasanya dilakukan kepada perusahaan 
pasangan usaha yang usahanya sudah berjalan dengan baik 
dan masih membutuhkan dana untuk pengembangan usaha, di 
lain sisi, pemegang saham lama masih ingin memiliki saham 
perusahaan tersebut. 
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Pembiayaan dengan obligasi konversi akan memberikan 
manfaat kepada perusahaan pasangan usaha, terutama dapat 
memperbaiki struktur keuangan perusahaan, sehingga 
komposisi pinjaman menjadi lebih baik. Pembiayaan dengan 
obligasi konversi biasanya dilakukan dengan perusahaan yang 
sudah cukup mapan dan sudah direncanakan untuk initial public 
offering, sebab dengan cara ini, perusahaan modal ventura 
akan mendapatkan capital gainyang cukup besar.  
3. Pola bagi hasil/partisipasi terbatas 
Pola pembiayaan bagi hasil (profit and loss sharing)adalah 
suatu pola pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha 
dengan menentukan suatu persentase tertentu dari hasil 
keuntungan yang didapat perusahaan pasangan usaha. 
2. Perjanjian modal ventura 
 Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji 
kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk 
melaksanakan suatu hal14. 
Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang atau lebih. 
Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya 
kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian apa 
                                                           
14
Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Intermasa, 2002, Hal. 36. 
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saja, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban 
umum, dan kesusilaan15. 
Menurut KUH Perdata pasal 1320 syarat sahnya suatu perjanjian, 
yaitu: 
a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
Kata sepakat disini diperoleh bukan karena kekhilafan, 
paksaan, atau penipuan. 
b) Kecakapan para pihak 
Kecakapan diartikan bahwa para pihak yang membuat 
perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan 
sebagai subjek hukum. Dalam membuat suatu perjanjian syarat 
kecakapan para pihak dituangkan dalam bagian identitas para 
pihak. Pada dasarnya semua orang menurut hukum, cakap 
untuk membuat perjanjian. Orang-orang yang tidak cakap 
membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa 
dan mereka yang ditaruh dibawah pengawasan (curatele).  
Orang-orang yang berada dibawah pengawasan atau 
curateleadalah orang-orang uang sudah dewasa tetapi tidak 
dapat mengurus kepentingannya sendiri dengan baik. Mereka 
yang demikian itu misalnya16: 
1. Orang sakit ingatan 
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Rini Pamungkasih, 101 draft surat perjanjian (kontrak), Yogyakarta, gradien 
mediatama, 2009, Hal 9. 
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J.B. Daliyo, S.H, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 
2007, Hal. 110. 
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2. Orang yang pemboros 
3. Orang yang lemah daya 
4. Orang yang tidak mampu mengurus kepentingannya 
sendiri, misalnya orang yang sering mengganggu 
keamanan/berkelakuan buruk. 
Orang-orang yang tidak cakap menurut hukum ini untuk dapat 
melakukan suatu perbuatan hukum, harus diwakili oleh orang 
lain. Untuk mereka yang belum dewasa diwakili oleh orang 
yang dewasa. bagi mereka yang ditaruh dibawah pengawasan 
diwakili oleh keluarga dengan izin pengadilan menjadi wali 
pengampu. 
Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak 
diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang 
membuatnya. Selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi 
perjanjian-perjanjian yang mereka buat walaupun tidak 
memenuhi syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka, dan 
apabila ada pihak yang tidak mengakui sehingga menimbulkan 
sengketa maka perjanjian itu dinyatakan batal17. 
c) Suatu hal tertentu 
Hal tertentu pada dasarnya bahwa objek yang diatur dalam 
perjanjian cukup jelas atau setidaknya dapat ditentukan. 
Meskipun ditentukan itu tidak secara individual, tetapi 
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Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandar Lampung, PT. Citra 
Aditya Bhakti, 2000, Hal. 228. 
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ditentukan secara umumnya (generic) saja sudah cukup. Benda 
yang dimasukkan dalam perjanjian paling sedikit harus 
ditentukan jenisnya. Benda tersebut harus ada atau sudah ada 
ditangan para pihak pada waktu perjanjian itu dibuat. 
d) Causa/sebab yang halal 
Suatu sebab yang halal dapat ditafsirkan bahwa apa yang 
dimaksudkan dalam isi perjanjian adalah tidak bertentangan 
dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. 
Jika suatu perjanjian mengandung sebab/causa yang tidak 
halal maka perjanjian itu batal demi hukum. Perjanjian itu 
diangggap tidak pernah ada sejak dari semula, dan para pihak 
akan dibawa kembali pada keadaan semula, seolah-olah 
perjanjian itu tidak pernah terjadi. 
Akibat hukum yang dibuat para pihak akan menimbulkan hak dan 
kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban oleh para pihak inilah 
merupakan akibat suatu perjanjian. Hak dan kewajiban tersebut 
merupakan hubungan timbal balik dari para pihak yang membuat 
perjanjian. Kewajiban dari pihak pertama merupakan hak bagi pihak 
kedua dan sebaliknya kewajiban pihak kedua merupakan hak bagi pihak 
pertama18. 
Sebenarnya akibat hukum perjanjian merupakan pelaksanaan dari 
isi perjanjian itu sendiri. Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa, 
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mediatama, 2009, Hal 13. 
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suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas 
dinyatakan dalam perjanjian, namun juga untuk segala sesuatu yang 
menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kebiasaan, kepatutan, dan 
Undang-undang. 
Dalam melakukan kegiatan usahanya ada berbagai pihak yang 
terlibat dalam modal ventura. Pihak-pihak tersebut adalah : 
a. Pihak Perusahaan Modal Ventura (VentureCapital Company) 
Pihak perusahaan modal ventura merupakan pihak yang 
memberikan bantuan dana kepada perusahaan yang 
membutuhkan dana Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 
1988 tentang Lembaga Pembiayaan pada pasal 1 ayat (11), 
menyatakan definisi perusahaan ventura yaitu sebagai “badan 
usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk 
penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima 
bantuan pembiayaan (investeecompany) untuk jangka waktu 
tertentu”. Definisi yang sama diulang kembali oleh Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 1251/ KMK.013/1988 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan 
yaitu Pasal 1 huruf (h). Berdasarkan Pasal 9 Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 1251/ KMK.0131988, maka 
perusahaan modal ventura haruslah berbentuk Perseroan 
Terbatas atau Koperasi.  
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Yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah19 badan 
hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi 
dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan 
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang 
Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. 
Sedangkan yang dimaksud dengan koperasi adalah20 badan 
usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum 
koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasarkan atas asas kekeluargaan. 
Perusahaan modal ventura tidak hanya bertindak sebagai 
investor pasif saja, tetapi dalam praktek bisnis modal ventura, 
pihak inilah yang mengatur jalannya perusahaan yang 
dibiayainya, memegang saham, menduduki posisi 
manajemen, membantu produksi, marketing dan sebagainya. 
b. Pihak Perusahaan Pasangan Usaha (Inverstee Company) 
Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) disebut juga sebagai 
investee merupakan perusahaan yang membutuhkan bantuan 
dana untuk mengembangkan produknya. Menurut pasal 1 huruf 
I Keputusan Meteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 
Perusahaan pasangan usaha adalah perusahaan yang 
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I.G Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Jakarta, Kesaint Blanc, 2000, Hal. 16. 
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memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari 
perusahaan Modal Ventura. Berdasarkan pasal tersebut, tidak 
diisyaratkan bahwa perusahaan pasangan usaha harus 
berbentuk perseroan terbatas atau badan hukum. 
c. Pihak Penyandang Dana 
Bila terdapat pihak penyandang dana dalam suatu bisnis modal 
ventura maka perusahaan modal ventura berkedudukan hanya 
sebagai fund management, di samping berkedudukan pula 
sebagai investee management.Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 
menyatakan bahwa kegiatan modal ventura dilakukan dalam 
bentuk penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan 
usaha untuk hal-hal seperti : 
1) Pengembangan suatu penemuan baru. 
2) Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal 
usahanya mengalami suatu kesulitan dana. 
3) Membantu perusahaan yang berada pada tahap 
pengembangan. 
4) Membantu perusahaan yang berada pada tahap 
kemunduran. 
5) Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa 
6) Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan 
alih teknologi baik dari dalam maupun dari luar negeri.  
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Tidak semua perusahaan dapat memperoleh penyertaan modal 
dari suatu perusahaan modal ventura, melainkan perusahaan pasangan 
usaha yang memenuhi sebagai berikut:  
a. Perusahaan pasangan usaha yang memiliki pangsa pasar dari 
prospek yang baik. 
b. Pemilik perusahaan menguasai bidang usahanya. 
c. Memiliki return on investment yang baik. 
d. Bidang usahanya memiliki kekhususan sehingga tidak 
mudahdimasuki oleh pendatang baru. Ditentukan dalam Pasal 4 
ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/ 
KMK.013/1988 bahwa penyertaan modal dalam setiap 
perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak 
boleh melebihi jangka waktu sepuluh tahun. 
3. Keterlibatan perusahaan modal ventura dalam manajerial 
perusahaan pasangan usaha 
Menurut Dr. Neil Cross perusahaan modal ventura menyediakan 
beberapa nilai tambah dalam bentuk advis manajemen dan memberikan 
kontribusinya terhadap keseluruhan strategi perusahaan yang 
bersangkutan21 (perusahan pasangan usaha). 
Ciri-ciri khas yang menjadi karakteristik modal ventura, yaitu 
sebagai berikut22: 
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Khotibul umam, Hukum Lembaga Pembiayaan, Yogyakarta, Pustaka Yudisia, 
2010, Hal. 77. 
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a. Merupakan bantuan pembiayaan pada perusahaan pasangan 
usaha. 
b. Bersifat sementara, karena maksimal dalam jangka waktu 10 
tahun harus dilakukan divestasi. 
c. Perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen 
perusahaan pasangan usaha yang dibiayainya atau lebih 
dikenal dengan istilah hands-on management. 
d. Pembiayaan yang diberikan bukan dalam bentuk pinjaman, 
melainkan dalam bentuk penyertaan modal. 
e. Pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan modal ventura 
beresiko tinggi karena tidak didukung oleh jaminan. 
f. Motif utama adalah bisnis pembiayaan yang mengharapkan 
keuntungan relatif tinggi sebagai kontraprestasi pembiayaan 
beresiko tinggi. 
Pembiayaan ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan 
baru, yang memiliki potensi besar untuk berkembang dan mempunyai 
prospek cerah, khususnya dibidang teknologi dan non teknologi, atau 
usaha yang mengandung terobosan baru, dimana perusahaan baru ini 
sulit memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan. 
Dengan demikian, modal ventura merupakan investasi aktif artinya 
pemasukan modal ventura ke dalam suatu perusahaan biasanya disertai 
dengan keterlibatan, jika perlu dalam fungsi manajemen utama yang 
dapat menentukan suksesnya usaha, seperti pemasaran, finansial, dan 
pengawasan operasional. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi 
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perusahaan menengah dan kecil tidak hanya terbatas pada sulitnya 
memperoleh modal, tetapi juga pada umumnya perusahaan menengah 
dan kecil itu mempunyai kesulitan dalam hal lemahnya kemampuan 
manajemen. Kelemahan di bidang manajemen dapat dikatakan cirri umum 
perusahaan menengah dan kecil, karena pada umumnya mereka tidak 
mampu untuk mengerjakan tenaga-tenaga yang terampil di bidang 
manajemen 
4. Perlindungan hukum perusahaan modal ventura dalam 
keterlibatan pada perusahaan pasangan usaha 
Modal ventura merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang 
keberadaannya masih relatif baru. Secara institusional dan formal usaha 
modal ventura baru ada setelah keluarnya Keputusan Presiden Nomor 61 
Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 1251 /KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. 
Disamping kedua peraturan diatas, modal ventura sebagai lembaga 
bisnis dibidang pembiayaan juga bersumber dari berbagai peraturan 
perundangan baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik. Dari 
segi perdata, perjanjian adalah sumber utama hukum modal ventura, 
adapun dari segi publik adalah peraturan perundangan sebagai sumber 
utama dalam hukum modal ventura. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan 
sebagai berikut23: 
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Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal. 20-23. 
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1) Segi hukum perdata 
Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan-
kepentingan perdata dari pihak yang terikat dalam suatu hubungan 
hukum. Dalam kegiatan bisnis modal ventura ini yang dimaksud para 
pihak adalah perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan 
usaha. Dari segi hukum perdata terdapat 2 sumber hukum yang 
mendasari usaha modal ventura, yaitu: 
a) Asas kebebasan berkontrak 
Hubungan hukum yang terjadi dalam modal ventura selalu dibuat 
secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi 
dasar kepastian hukum. Kontrak modal ventura ini dibuat 
berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak yang memuat 
rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari pihak 
perusahaan modal ventura dan pihak perusahaan pasangan 
usaha. Kontrak modal ventura merupakan dokumen hukum utama 
yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat 
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Akibat 
hukum kontrak yang dibuat secara sah, maka akan berlaku 
sebagai undang-undang bagi perusahaan modal ventura dan pihak 





b) Undang-undang dibidang hukum perdata. 
Sumber hukum modal ventura yang berupa undang-undang 
dibidang hukum perdata adalah KUH Perdata (terdapat dalam 
buku III, khususnya ketentuan-ketentuan tentang perikatan/ 
perjanjian), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 
Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 
Tentang Perkoperasian, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 
Tentang Pasar Modal.  
2) Segi hukum publik 
Sebagai bidang usaha yang bergerak dibidang jasa pembiayaan, 
modal ventura banyak menyangkut kepentingan publik terutama yang 
bersifat administratif. Oleh karena itu, perundang-undangan yang 
bersifat publik yang relevan berlaku pula pada usaha modal ventura. 
Perundang-undangan tersebut terdiri atas: 
a) Undang-undang dibidang hukum publik. 
Berbagai undang-undang dibidang administratif negara yang 
menjadi sumber hukum utama modal ventura adalah sebagai 
berikut: 
i. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang ketentuan pokok 
agraria dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-
undang ini apabila perusahaan modal ventura mengadakan 
perjanjian mengenai dan/atau berurusan dengan hak-hak atas 
tanah. 
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ii. Undang-undang Nomor 3 Tentang Wajib Daftar Perusahaan 
dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini 
apabila perusahaan modal ventura berurusan dengan  
pendaftaran perusahaan pada waktu pendirian, pendaftaran 
ulang, dan pendaftaran likuidasi perusahaan. 
iii. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-undang No. 8 
Tahun 1991 dan peraturan pelaksanaannya, semuanya 
tentang perpajakan. 
b) Peraturan tentang lembaga pembiayaan 
Peraturan tentang lembaga pembiayaan yang mengatur usaha 
modal ventura adalah: 
i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 yang mengatur 
tentang pendirian PT (persero) Bahana Pembinaan Usaha 
Indonesia, yang merupakan perusahaan modal ventura 
pertama di Indonesia, yang sahamnya dipegang oleh 
Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. 
ii. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang  Lembaga 
Pembiayaan. Didalamnya memuat tentang pengakuan bahwa 
modal ventura sebagai salah satu bentuk model penyaluran 
pembiayaan. Bentuk hukum perusahaan modal ventura adalah 
Perseroan Terbatas atau Koperasi, dan dalam kegiatannya 
dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam 
bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. 
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iii. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/kmk.013/1988 
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga 
Pembiayaan yang kemudian diubah dan disempurnakan 
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995. 
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur tentang 
sasaran kegiatan perusahaan modal ventura, jangka waktu 
penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha, izin 
usaha, besaran modal, pembinaan dan pengawasan, serta 
sanksi apabila perusahaan modal ventura melakukan kegiatan 







 METODE PENELITIAN  
 
A. Lokasi penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, yaitu pada PT. Celebes 
Capital dan perusahaan pasangan usaha (PPU) serta PT. Sulsel Ventura 
dan perusahaan pasangan usaha (PPU), yang dalam kaitannya dengan 
objek penelitian yang difokuskan pada keterlibatan perusahaan modal 
ventura dalam hal kegiatan operasional pada perusahaan pasangan 
usaha dan perlindungan hukumnya. 
 
B. Populasi dan sampel 
1. Populasi 
Populasi dalam hal ini berkaitan dengan prapenelitian yang penulis 
lakukan yaitu: 
a. perusahaan modal ventura, yaitu PT. Celebes Capital dan PT. 
Sulsel Ventura 
b. perusahaan pasangan usaha, berdasarkan data yang diperoleh 
saat prapenelitian PT. Celebes Capital sekitar 29 PPU dan PT. 
Sulsel Ventura sekitar 78 PPU. 
2. Sampel 
a. perusahaan modal ventura yaitu, direksi dan staff legal pada 
PT. Celebes Capital dan Sulsel Ventura 
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b. perusahaan pasangan usaha, berdasarkan hasil prapenelitian 
diperoleh gambaran bahwa populasi dari PPU PT. Celebes 
Capital dan PT. Sulsel Ventura relatif homogen dilihat dari segi 
mekanisme dan bentuk penyertaan modal oleh PMV ke dalam 
PPU. atas pertimbangan tersebut maka jumlah sampel PPU 
ditetapkan sebanyak masing-masing 2 PPU, diharapkan dapat 
mewakili populasi dari PPU yang ada. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan 
pendekatan empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk 
mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran yang diperoleh 
langsung dari penelitian lapangan melalui wawancara dan studi 
kepustakaan. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan 
dalam 2 (dua) bagian yaitu : 
a. Data primer, 
Data yang diperoleh penulis melalui metode wawancara 
langsung dengan perwakilan instansi yang bersangkutan 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang 
dibahas. 
b. Data sekunder, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui 
penelitian kepustakaan dalam bentuk literatur dan dokumen-
dokumen/data yang diperoleh penulis melalui penelitian pada 
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instansi terkait, serta sumber-sumber lain yang berkaitan 
dengan penelitian. 
  
D. Teknik pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Teknik interview  
Teknik interwiew yaitu wawancara yang dilakukan dengan tujuan 
untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sehubungan dengan 
penyusunan skripsi penulis 
Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan staf 
legal PT. Celebel Capital dan staf legal dan direksi PT. Sulsel Ventura. 
Serta perusahaan pasangan usahanya masing-masing. 
2. Penelitian kepustakaan/dokumentasi 
penelitian kepustakaan/dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan 
dengan cara telaah pustaka, mengumpulkan data dengan membaca buku-
buku, literatur-literatur, ataupun perundang-undangan yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas. 
 
E. Analisis data 
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis, 
kemudian disajikan secara kualitatif yaitu mengumpulkan data primer dan 
data sekunder yang selanjutnya disajikan secara deskriptif dengan 
menjelaskan dan menguraikan data tersebut secara terperinci.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Sesuai dengan data yang penulis dapatkan pada saat penelitian 
pada PT. Sulsel Ventura, Secara umum mekanisme penyertaan modal 
kepada pasangan usaha berjalan sebagai berikut: 
Prosedur atas investasi: 
1. Calon perusahaan pasangan usaha (cppu) harus mengajukan 
permohonan dengan melampirkan semua keterangan yang 
diperlukan. 
2. Setelah mendapat permohonan tersebut perusahaan modal 
ventura (PMV) melakukan kajian awal yang dilakukan oleh 
venture capital officer (VCO) terhadap permohonan atau 
proposal dari cppu tersebut. PMv menilai secara sepintas 
apakah ada prospek yang bagus atau tidak. 
3. Divisi appraiser/ penilai melakukan penilaian terhadap 
kelayakan atas aset cppu, termasuk aset yang menjadi jaminan 
investasi. 
4. Jika aset calon perusahaan pasangan usaha layak maka proses 
selanjutnya adalah pembuatan call report kepada direksi. 
5. Jika disposisi direksi menyetujui kemudian cppu membuat 
proposal investasi dengan kelengkapan legalitas usaha (izin 
usaha), legalitas pokok (situ, surat izin tempat usaha, SIUP/ 
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surat izin usaha dagang untuk UD, TDI/ tanda daftar industri 
untuk usaha industri, IUJK/ izin usaha jasa konstruksi untuk 
usaha kontraktor, RDKK/ rencana definitif kebutuhan kelompok 
untuk usaha pertanian dan TDP/ tanda daftar perusahaan) dan 
fotocopy bukti kepemilikan jaminannya dilengkapi dengan 
fotocopy PBB, identitas pemilik usaha dan fotocopy IMB. 
6. Setelah proposal investasi selesai maka proposal investasi dan 
dokumen kelengkapan pembiayaan diberikan kepada bagian 
legal untuk dibuat legal opini atau pertimbangan-pertimbangan 
hukum terkait dengan legalitas usaha dan legalitas jaminan 
yang diajukan perusahaan pasangan usaha. 
7. Komite investasi perusahaan modal ventura yang terdiri atas 
perwakilan legal, keuangan dan bagian remedial/ kredit 
bermasalah melakukan rapat. Dalam rapat diputuskan apakah 
menerima usulan pembiayaan atau tidak. 
Jika setelah melalui prosedur diatas namun: 
a. Jaminan tidak mencover dan tidak marketable 
b. Usaha calon perusahaan pasangan usaha memiliki tingkat 
resiko tinggi 
c. Utang pada pihak lain sangat besar yang memungkinkan 
peluang penyimpangan pembiayaan cukup besar 
Jika diterima VCO membuat surat konfirmasi terkait pembiayaan 
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8. Surat rekomendasi dibawa ke direksi untuk ditanda tangani dan 
diserahkan kembali ke bagian legal untuk dilakukan pengikatan 
jaminan. 
Jika seluruh kelengkapan legalitas atau syarat-syarat pencairan 
dipenuhi dengan sempurna maka pencairan dana pun dilakukan untuk 
menjamin agar pembiayaan tidak menyimpang maka bagian monitoring 
memonitor ke ppu terkait dengan dana yang dicairkan. Lebih lanjut penulis 
akan menguraikan temuan dilapangan mengenai keterlibatan PMV 
terhadap kegiatan operasional PPU dan bagaimanakah perlindungan 
hukum PMV dalam keterlibatannya pada PPU. 
 
A. Keterlibatan perusahaan modal ventura terhadap kegiatan 
operasional pasangan usaha. 
Perusahaan modal ventura memiliki karakteristik yang 
membedakannya dengan lembaga pembiayaan lain. Karakteristik itu 
adalah pemberian bantuan kepada pasangan usaha tidak hanya berupa 
modal tetapi juga perusahaan modal ventura ikut terlibat dalam 
manajemen perusahaan pasangan usahanya24. Pada dasarnya, 
kewajiban Perusahaan Modal ventura bukan  hanya berupa penyediaan 
uang atau modal kepada perusahaan pasangan usahanya, sebesar yang 
telah disepakati sebelumnya dalam kontrak (perjanjian pemberian modal 
ventura). Namun perusahaan modal ventura juga dituntut untuk memenuhi 
kewajibannya yang lain, antara lain; Melakukan pembinaan terhadap 
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 Zaeni Asyhadie. Hukum Bisnis. Jakarta. PT. Raja Grafindo. 2005. Hal 118 
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perusahaan pasangan usahanya, atas usaha (operasional, manajemen 
dan keuangan) yang dibiayai dengan modal tersebut25. 
Sesuai dengan bunyi pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
18 /PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, yaitu: 
“Kegiatan Usaha PMV Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
dapat disertai dengan pemberian pelatihan dan pendampingan 
kepada PPU dibidang administrasi, akuntansi, manajemen, dan 
pemasaran, serta bidang lainnya yang mendukung kegiatan usaha 
PMV” 
 
Merujuk pada itu penulis melakukan penelitian mengenai 
keterlibatan PT. Celebes Capital dan PT. Sulsel Ventura terhadap 
kegiatan pasangan usahanya masing-masing. 
1. PT. Celebes Capital 
PT. Celebes capital yang beralamat dijalan veteran utara, 
Makassar, merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang 
pembiayaan modal ventura yang mempunyai misi dan tujuan antara lain, 
menyertakan modal secara langsung maupun tidak langsung pada 
perusahaan/pengusaha berskala kecil, menengah dan koperasi dalam 
rangka turut mendorong tumbuh dan berkembangnya 
perusahaan/pengusaha berskala kecil, menengah dan koperasi.  
PT. Celebes Capital adalah Perusahaan modal ventura yang 
mengkhususkan penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak 
dibidang otomotif (showroom) di kota Makassar. Jenis pembiayaan PT. 
Celebes Capital adalah pola bagi hasil. 




Pasal 13 dalam perjanjian bagi hasil antara PT. Celebes Capital 
dan perusahaan pasangan usaha diatur sebagai berikut: 
“pihak pertama akan mengusahakan sebaik mungkin agar pihak 
kedua mendapatkan bantuan teknis, manajemen dan keuangan 
yang memadai, sehingga pihak kedua mampu untuk memenuhi 
standar yang ditentukan pihak pertama” 
 
Dari hasil pra penelitian wawancara dengan staf Legal pada PT. 
Celebes Capital26 mengungkapkan bahwa PT. Celebes Capital sebatas 
pada pembiayaan modal dan tidak mencakup pelatian dan pendampingan 
kepada PPU dibidang administrasi, akuntansi, manajemen dan 
pemasaran. Masih menurut staf legal PT. Celebes, pihak PT. Celebes 
tidak bisa memberikan bantuan operasional dan manajemen kepada 
perusahaan pasangan usaha dikarenakan kekurangan tenaga kerja. 
sehingga untuk lebih memudahkan pihak PT. Celebes Capital dalam 
mengawasi perkembangan usaha PPU diwajibkan menyetorkan 
berkas/data penjualan PPU setiap bulannya.  
Sedangkan dari hasil penelitian wawancara yang dilakukan 
terhadap  perusahaan pasangan usaha PT.  Celebes ventura27, yaitu 
pemilik CV. Cahaya Agung Motor, mengungkapkan bahwa, PT. Celebes 
Ventura tidak terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan miliknya. 
PPU tidak menerima bantuan operasional dibidang administrasi, 
akuntansi, manajemen dan pemasaran dari pihak PMV, namun demikian 
bantuan pembiayaan yang diberikan oleh PT. Celebes Capital sangat 
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 pada tanggal 27 Agustus 2012 
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 wawancara pada tanggal 20 maret 2013 
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membantu usaha PPU dimana PPU kekurangan modal untuk 
mengembangkan usahanya sedangkan pengajuan kredit ke bank dirasa 
lebih sulit oleh PPU. tidak jauh berbeda dengan CV. Abadi jaya28 yang 
telah menjadi PPU PT. Celebes Capital sejak tahun 2010, walaupun 
secara garis besar PPU merasa tidak ada perbedaan dengan kredit pada 
bank namun prosedur yang diminta oleh PMV dirasa lebih mudah dan 
tidak berbelit-belit. 
2. PT. Sulsel Ventura 
PT. Sulsel Ventura merupakan anak perusahaan dari PT. Bahama 
Artha Ventura (PT. BAV). PT. BAV memiliki 27 anak perusahaan yang 
tersebar diseluruh provinsi di Indonesia. PT. Bahama Artha Ventura yang 
merupakan Perseroan Terbatas  yang bergerak dalam bidang usaha jasa 
modal ventura dengan tujuan dan misi untuk menyertakan modalnya baik 
secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan pasangan 
usaha/ perusahaan/ pengusaha khususnya usaha skala mikro. 
Dari hasil wawancara dengan direksi PT. Sulsel Ventura29 
mengungkapkan bahwa PT. Sulsel Ventura menyediakan stafnya untuk 
membantu perusahaan pasangan usaha dalam hal manajemen dan 
keuangan mengingat banyak perusahaan pasangan usaha yang baru 
berkembang namun, banyak perusahaan pasangan usaha yang menolak 
bantuan PT. Sulsel Ventura karena merasa terlalu dicampuri dalam 
menjalankan bisnisnya, namun untuk memantau perkembangan usaha 
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 wawancara pada tanggal 24 maret 2013 
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 wawancara pada tanggal 27 novenmber 2012 
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perusahaan pasangan usaha PT. Sulsel Ventura akan melakukan 
kunjungan-kunjungan yang juga dimaksudkan sebagai pengawasan 
terhadap dana yang mereka cairkan. Kunjungan tersebut biasanya 
berlangsung sebelum dan setelah dana cair. 
Dari hasil wawancara dengan pasangan usaha PT. Sulsel Capital 
yaitu CV. Arini. CV. Arini merupakan usaha keluarga yang berjalan selama 
kurang lebih 3 tahun, usaha ini bergerak dibidang penyedia jasa fotocopy 
dan alat-alat kantor. Pemilik membenarkan bahwa PMV telah memberikan 
opsi bantuan dalam hal manajemen kepada pasangan usaha. Pasangan 
usaha merasa bantuan yang diberikan hanya sedikit membantu 
mengingat usaha yang dia geluti adalah usaha fotocopy lebih 
mengutamakan pengalaman. Staff PMV berkunjung berkala 1-2 kali dalam 
sebulan. Sedangkan menurut PT. 
Salah satu karakteristik perusahaan modal ventura yaitu terlibat 
dalam manajemen perusahaan pasangan usaha yang dibiayainya atau 
dikenal dengan istilah hands-on-management 30dalam berbagai literature 
yang penulis baca menjelaskan bahwa karekteristik inilah yang menjadi 
cirri khas dari perusahaan modal ventura dan yang membedakan 
perusahan modal ventura dengan lembaga keuangan bank. 
Sejak semula dikenalkannya perusahaan modal ventura pada 
tahun 1973 di Indonesia perusahaan modal ventura merupakan lembaga 
pembiayaan yang berbeda dari lembaga keuangan bank, salah satu 
                                                           
30
 khotibul Umam, Hukum Lembaga Pembiayaan, Pustaka yustisia, yogyakarta, hal. 
77. 
44 
perbedaan adalah operasional perusahaan pasangan usaha yang 
dibiayainya akan diawasi terus menerus oleh menejemen modal ventura, 
bahkan dalam menejemen perusahaan pasangan usaha akan 
diikutsertakan wakil dari perusahaan modal ventura31 
Peraturan Menteri Keuangan No 18/PMK.010/2012, pasal 10: 
“kegiatan usaha PMV dapat disertai dengan pemberian pelatihan 
dan pendampingan kepada PPU di bidang administrasi, akuntansi, 
manajemen dan pemasaran serta bidang lainnya yang mendukung 
kegiatan usaha PMV” 
 
Merujuk pada pasal 10 diatas bantuan yang  dapat diberikan oleh 
PMV dapat membantu berkembangnya PPU yang mayoritas merupakan 
perusahaan kecil. 
Dari hasil penelitian, kedua PMV  dalam memberikan bantuan 
pembiayaan modal ternyata telah bergeser dari karakteristiknya. 
Pergeseran tersebut dengan menggunakan tolok ukur karakteristik modal 
ventura yang dikemukakan Munir Fuady (1999: 115) yaitu :Keterlibatan 
manajemen modal ventura ke dalam Perusahaan Pasangan Usaha, dapat 
dikatakan hampir tidak terjadi32. Hal ini dikarenakan PMV kekurangan 
sumber daya manusia untuk dan  keterlibatan manajemen tersebut 
dianggap mencampuri usaha PPU, apalagi kalau sampai menempatkan 
wakil modal ventura ke dalam PPU, jelas hal ini akan ditolak oleh PPU, 
yang dapat menyulitkan operasional PPU tersebut. Kalau terlibat secara 
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eksternal, misalnya mencarikan perusahaan pemasok manakala kesulitan 
bahan baku, atau memberi rekomendasi ke perusahaan tertentu dalam 
mengatasi kesulitan pemasaran produk PPU. 
 
B. Perlindungan Hukum perusahaan modal ventura dalam 
keterlibatan pada perusahaan pasangan usaha. 
Modal ventura merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi 
pengusaha kecil dalam bentuk modal penyertaan. Secara konseptual 
modal ventura adalah dana usaha dalam bentuk penyertaan (saham) atau 
pinjaman yang dapat dialihkan menjadi saham33. 
Perusahaan modal ventura dikatakan merupakan perusahaan 
pembiayaan yang berisiko tinggi, karena perusahaan modal ventura tidak 
diperkenankan menarik modalnya kembali (divestasi) sebelum jangka 
waktu pasangan usaha yang dibantunya mengalami\ kerugian atau 
bahkan usahanya tidak berjalan seperti yang diharapkan, apabila terjadi 
hal-hal seperti tersebut di atas perusahaan modal ventura tidak dapat 
menuntut ganti kerugian apapun kepada perusahaan pasangan usahanya. 
Menyadari akan risiko yang cukup tinggi yang ditanggung oleh 
perusahaan modal ventura, maka untuk mengantisipasi risiko tersebut, 
antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan 
usahanya dibuat suatu ikatan perjanjian, yang merupakan perlindungan 
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 Krisna Mukti, Strategi Pengembangan Koperasi Melalui Kemitraan Usaha Dalam 
MeningkatkanPemberdayaan Ekonomi Rakyat, Makalah Seminar Perekonomian, 
1997, hlm.18. 
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hukum atas risiko penyertaan dan perusahaan modal ventura kedalam 
perusahaan pasangan usahanya. 
Dasar hukum pembiayaan modal ventura adalah perjanjian 
pembiayaan antara PMV dan PPU serta peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Lebih lanjut penulis akan menguraikan perlindungan hukum 
bagi PMV terhadap PPU dan perlindungan hukum bagi PPU terhadap 
PMV. 
1. PT. Celebes Capital 
Dari hasil wawancara dengan staff legal pada PT. Celebes Capital34 
mengungkapkan bahwa Mekanisme penyertaan modal antara PT. 
Celebes Capital dan perusahaan pasangan usaha berjalan dimulai 
dengan pengajuan permohonan oleh calon pasangan usaha dengan 
menyertakan data diri dan data usaha, permohonan tersebut lalu akan 
dikaji mengenai prospek usahanya lalu jika disetujui maka 
penandatanganan kontrak dilakukan. Pencairan dana dilakukan dengan 
pengajuan surat permohonan dana beserta lampirannya secara lengkap 
dan benar untuk pembelian kendaraan. Dari hasil wawancara juga 
mengungkapkan bahwa PT. Celebes Capital mensyaratkan adanya 
jaminan. Jaminan yang syaratkan oleh PT. Celebes Capital selain dalam 
bentuk deposito juga termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor 
(BPKB) kendaraan-kendaraan bermotor perusahaan pasangan usaha. 
BPKB dari kendaraan yang diperdagangkan di showroom perusahaan 
                                                           
34
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pasangan usaha dipegang oleh PT. Celebes Capital. Dimana nantinya 
ketika kendaraan tersebut terjual maka PT.Celebes Capital akan 
menyerahkan BPKB tersebut setelah Perusahaan pasangan usaha 
menyetorkan kurang lebih 2% dari harga penjualan kendaraan tersebut 
ditambah dengan penyertaan modal yang sebelumnya diberikan oleh 
PMV. PMV memberikan waktu maksimal 2 bulan kepada pasangan usaha 
agar kendaraan tersebut terjual, jika kendaraan tidak terjual maka 
perusahaan pasangan usaha harus membayarkan 2% dari harga 
kendaraan kepada PT. Celebes Capital pada bulan pertama, lalu pada 
bulan kedua perusahaan pasangan usaha harus menyerahkan kendaraan 
tersebut untuk dilelang atau membeli kendaraan tersebut. Menurut staf 
legal Selain adanya jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor, PT. 
Celebes Capital juga mensyaratkan deposito sebesar Rp. 25.000.000, 
Seperti terlampir dalam pasal 16 naskah Perjanjian Pembiayaan 
Pola Bagi Hasil dengan Pendapatan Tetap antara PT.Celebes Capital dan 
perusahan pasangan usahanya yang berbunyi: 
“Selama perjanjian ini berlangsung pihak kedua wajib menyerahkan 
uang setoran jaminan yg nilainya diatur didalam lampian tersendiri 
dengan ketentuan apabila perjanjian ini berakhir dan pihak kedua 
telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran kepada pihak 
pertama, maka pihak pertama wajib mengembalikan uang setoran 
jaminan tersebut kepada pihak kedua tanpa diperhitungkan dengan 
bunga deposito tersebut” 
 
Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 
18 /PMK/010/2012 tentang perusahaan modal ventura pada pasal 41 
yang dengan jelas mengungkapkan sebagai berikut: 
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“PMV dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat 
dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya 
yang dipersamakan dengan itu” 
 
Setoran jaminan tersebut dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh PT. 
Celebes Capital apabila perusahaan pasangan usaha tidak 
menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian antara PT. 
Celebes Capital dan perusahaan pasangan usaha. Jika dalam kurun 
waktu perjanjian berlangsung perusahaan pasangan usaha 
menyelesaikan kewajibannya maka uang tersebut akan dikembalikan 
ketika perjanjian berakhir. Perjanjian antara PT. Celebes dan perusahaan 
pasangan usaha berlangsung selama 1 (satu) tahun dengan pencairan 
dana setiap 2 bulan . setelah 2 bulan pertama jika pasangan usaha 
“melunasi” pembayaran bagi hasil yang disepakati maka pencairan dana 
selanjutnya akan dilakukan namun jika tidak maka pasangan usaha 
dianggap tidak mampu melanjutkan perjanjian. 
Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda, yaitu 
zekerheid atau cautie yang mencakup secara umum cara-cara kreditur 
menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungan jawab 
umum debitur terhadap barang-barangnya. Hartono Hadisoeprapto 
berpendapat bahwa jaminan adalah “sesuatu yang diberikan kepada 
kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi 
kewajiban kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari 
49 
suatu perikatan”. Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, 
yaitu:35 
1. Jaminan kebendaaan (materiil), jaminan kebendaan memiliki 
ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului 
diatas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan 
mengikuti benda yang bersangkutan. 
2. Jaminan perorangan  (immateriil), jaminan perorangan tidak 
memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi 
hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang 
menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan 
Jaminan dalam perjanjian modal ventura sebenarnya tidak diatur 
dalam peraturan perundang-undangan karena modal ventura sendiri 
dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang beresiko tinggi. Motif untuk 
mendapat keuntungan yang tinggi dengan resiko yang tinggi pula, tidak 
ditempuh oleh PT. Celebes Capital. PT.Celebes Capital lebih berhati-hati 
dalam menjalankan usahanya, hal ini mengingat dia harus 
mempertanggung-jawabkan usahanya kepada pemilik modal. Sifat kehati-
hatian ini terlihat pula pada jangka waktu investasi yang semestinya 
jangka menengah atau panjang, tetapi temuan dilapangan menempuh 
jangka pendek atau menengah. Dalam setiap pemberian penyertaan 
modal PT. Celebes Capital tetap meminta jaminan dan deposito. 
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H. Salim, perkembangan hukum jaminan di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo 
Persada, 2004 21-22. 
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2. PT. Sulsel Ventura 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mulai tangal 9 
oktober 2012 sampai dengan tanggal 9 januari 2013 jenis pernyertaan 
modal yang disediakan oleh PT. Sulsel Ventura adalah pola bagi hasil. 
Perjanjian dengan pola bagi hasil antara PT. Sulsel Ventura dan 
pasangan usaha: 
a) Ada jangka waktu pembiayaan (maksimal 5 tahun) 
b) Bagi hasil sebesar ... % efektif pertahun yang dibayarkan setiap 
bulannya sesuai dengan skedul kewajiban pasangan usaha, 
selama masa pembiayaan berlangsung hingga dinyatakan 
lunas. 
c) Jaminan dapat berupa akta tanah atau BPKB kendaraan. 
d) Pembiayaan bersifat aktif, PT. Sulsel Ventura dapat terlibat 
dalam kegiatan bisnis yang dibiayai dan jika diperlukan dapat 
memberikan pendampingan manajemen untuk pengembangan 
usaha. 
e) Porsi bagi hasil/ bunga antara PT. Sulsel dan perusahaan 
pasangan usaha didasarkan pada proyeksi laba/rugi 
perusahaan pasangan usaha untuk kemudian ditentukan oleh 
PT. Sulsel Ventura, karena semuanya telah dituangkan dalam 
bentuk standar baku yang disodorkan kepada calon perusahaan 
pasangan usaha untuk disetujui. 
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f) Kewajiban-kewajiban lain, yaitu membayar provisi, biaya notaris, 
biaya asuransi (besarnya ditentukan sekian % dari jumlah 
penyertaan modal yang dibayar dimuka. 
g) Perjanjian kerjasama merupakan perjanjian pokok yang diikuti 
oleh perjanjian accesoir (tambahan) yaitu perjanjian pengikatan 
jaminan. 
h) Perusahaan pasangan usaha diwajibkan memberi jaminan 
kebendaan yaitu berupa penyerahan  secara fidusia dan hak 
tanggungan atas tanah dan bangunan. 
i) Nilai jaminan yang di berikan lebih besar dari nilai investasi 
modal yang dilakukan. 
Dalam naskah perjanjian antara PT. Sulsel Ventura dan 
perusahaan pasangan usaha pasal 8, yaitu: 
1)  Selama berlangsungnya perjanjian pembiayaan mikro ventura 
antara pasangan usaha dengan ventura, dimana pasangan 
usaha dengan permohonannya kepada ventura maupun ventura 
atau penerima kuasanya yg ditunjuk secara sah dapat dan 
berhak dengan telah diberi kuasa oleh pasangan usaha untuk 
mengadakan pengawasan, pembinaan, dan dampingan 
management (apabila dianggap perlu oleh ventura) terhadap 
pasangan usaha yang meliputi namun tidak terbatas pada segi 
keuangan, manajemen, perijinan, pengelolaan SDM, proveksi 
serta resiko lain yang disepakati kedua pihak. 
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2) Ventura berhak dan dapat serta untuk itu telah diberi kuasa oleh 
pasangan usaha untuk menempatkan seorang atau lebih 
karyawannya di dalam/ tempat pasangan usaha yang ditunjuk 
oleh ventura khususnya karyawan yang akan menempati bagian 
keuangan (finance) atau bidang-bidang lainnya yang disetujui 
bersama oleh kedua pihak. 
3) Dalam hal karena sebab apapun yang menurut pertimbangan 
ventura usaha pasangan usaha merosot sedemikian rupa, 
sehingga dapat membahayakan pembiayaan ventura 
berdasarkan ketentuan umum ini dan dalam perjanjian 
pembiayaan mikro ventura maka tanpa untuk itu diperlukan 
tidak lagi suatu tindakan hukum berupa apapun, pasangan 
usahan wajib menyerahkan sepenuhnya pengelolaan usaha 
(manajemen) pasangan usaha kepada ventura sampai jangka 
waktu yang dianggap tepat oleh ventura. Pengaturan lebih lanjut 
(bilamana dianggap perlu) mengenai penyerahan pengelolaan 
usaha (manajemen) yang dituangkan dalam suatu perjanjian 
tersendiri yang dibuat secara tertulis dan merupakan suatu 
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keentuan umum ini 
dan perjanjian pembiayaan mikro ventura. 
4) Pasangan usaha ini wajib memberi fasilitas sepenuhnya kepada 
ventura atau penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah 
dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana termaksud 
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dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini. Termasuk pemberian 
informasi-informasi yang benar baik mengenai pasangan usaha 
sendiri maupun krediturnya (jika ada). 
a. Pengamanan pembiayaan 
Menurut SK direksi PT. SSV Kep.005/ssv/sk-dir/IX/2006 ketentuan 
mengenai pengamanan pembiayaan: 
Pengamanan pembiayaan dibagi menjadi: 
a. Barang berwujud, dibagi menjadi: 
i. Barang bergerak terdiri dari:  
 mesin dan peralatan 
 kendaraan bermotor 
 peralatan 
ii. Barang tidak bergerak:   
 tanah dan bangunan  
 kapal laut dengan berat/ tonage sebesar 20m3 










Bukti pemilikan hak dan bentuk pengikatan masing-masing objek 
pengamanan pembiayaan36 
 












2.  Kapal laut Grosse akta balik 
nama kapal 
Hipotik kapal 
3. Mesin dan peralatan Invoice atau faktur Akta jaminan 
fidusia 
4.  Kendaraan bermotor BPKB Akta jaminan 
fidusia 




6. Tagihan  kwitansi perjanjian 
utang 
Cessie 









9. Saham  Sertifikat saham Gadai saham 
10. Deposito Sertifikat deposito Gadai deposito 
 
 
b. Pendapatan pembiayaan mikro 
Perusahaan Modal Ventura akan memperoleh pendapatan dari 
pembiayaan ,ikro berdasarkan jenisnya. Jenis pendapatan tersebut 
adalah: 
1) Pendapatan bagi hasil, yaitu pendapatan yang besarnya sesuai 
dengan besar dan jangka waktu pembiayaan yang diberikan. 
Tingkat atau rate bagi hasil yang diberikan harus 
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 SK direksi PT. SSV Kep.005/ssv/sk-dir/IX/2006 
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memperhitungkan net interest margin (NIM), NIM harus lebih 
besar atau sama dengan efektif 6% pertahun. 
Lending rate = ..% biaya dana = ..% overhead cost = ..% 
penyisihan + ..% risk premium + ..% marjin. 
2) Pendapatan administrasi dan atau biaya provisi dan komisi, 
adalah pendapatan yang diperoleh dari perusahaan pasangan 
usaha untuk proses administrasi pembiayaan. Pendapatan ini 
diperoleh setiap kali pencairan dana dan terpotong langsung 
dari dana yang dicairkan. 
3) Pendapatan denda adalah pendapatan yang diperoleh jika 
pasangan usaha tidak membayar angsurannya sesuai engan 
yang ditetapkan dalam perjanjian pemniayaan. Pendapatan 
denda terdiri dari: 
- Keterlambatan pembayaran 
1. Dikenakan kepada perusahaan pasangan usaha jika 
membayar tidak sesuai dengan jadwal dan besar 
angsuran. 
2. Perhitungan denda dilakukan perhari keterlambatan dan 
besarnya adala 1 permil dari jumlah tunggakan  
3. Dkenakan denda jika terlambat membayar kewajiban 
lebih dari 1 hari untuk angsuran harian, lebih dari 1 
minggu untuk angsuran mingguan dan lebih dari 15 hari 
untuk angsuran bulanan. 
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- Pelunasan dini 
1. Denda ini dikenakan kepada pasangan usaha yang ingin 
melakukan pelunasan dini. 
2. Besarnya ditentukan oleh perusahaan modal ventura. 
c. Tujuan, jangka waktu dan sektor usaha pembiayaan 
1) Tujuan pembiayaan: 
Berdasarkan pengguanaan dana, pembiayaan mikro dapat 
dibedakan menjadi: 
1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi 
kebutuhan usaha bagi pembelian/ pengadaan barang dalam 
rangka usaha. 
2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan 
untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana/prasarana 
usaha dan atau yang dipersamakan dengan itu. 
2) Jangka waktu: 
Berdasarkan keperluan dan kemampuan usaha pasangan 
usaha untuk mengembalikan pembiayaan, jangka waktu 
pembiayaan mikro adalah 1 bulan sampai 36 bulan. 
3) Sektor usaha: 
a) Sektor pertanian (agrobisnis) adalah pengecer pupuk atau 
obat-obatan, pengusaha kecil yang mengumpulkan segala 
hasil pertanian/ perikanan/ peternakan/ perkebunan. 
b) Sektor perindustrian (home industri) 
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c) Sektor perdagangnan 
d) Sektor jasa dan lain-lain. 




Jenis jaminan, rasio jaminan dan persyaratan jaminan untuk pembiayaan mikro 
 




1.  Tanah dan atau 
bangunan 
Max 100%  SHM, SHB, Sertifikat hak pakai. 
 Diutamakan milik pasangan usaha, jika bukan milim orangtua, 
anak atau jaminan pihak ketiga lainnya yang dengan 
pertimbangan tertentu dapat disetujui. 
 Untuk pembiayaan lebih besar dari 150 juta jaminan harus milik 
ppu atau suami/istri  
2.  Satuan rumah susun  Max 100%  Sertifikat satuan rumah susun 
 Diutamakan milik pasangan usaha, jika bukan milim orangtua, 
anak atau jaminan pihak ketiga lainnya yang dengan 
pertimbangan tertentu dapat disetujui  
 Untuk pembiayaan lebih besar dari 150 juta jaminan harus milik 
ppu atau suami/istri 
3.  Hak sewa kios Max 100%  Hak sewa gerai dengan surat izin pengelolaan lahan atau 
sejenisnya 
 Diutamakan milik pasangan usaha, jika bukan milim orangtua, 
anak atau jaminan pihak ketiga lainnya yang dengan 
pertimbangan tertentu dapat disetujui  
 Untuk pembiayaan lebih besar dari 150 juta jaminan harus milik 





4.  Penguasaan 
lapak/los pasar 
Max 100%  Hak penguasaan lapak/los pasar dengan surat dari pengelola 
lahan dan sejenisnya 
 Diutamakan milik pasangan usaha, jika bukan milim orangtua, 
anak atau jaminan pihak ketiga lainnya yang dengan 
pertimbangan tertentu dapat disetujui  
 Untuk pembiayaan lebih besar dari 150 juta jaminan harus milik 
ppu atau suami/istri 
 
5.  Kendaraan bermotor Max 100%  Berumur 5 tahun saat pengajuan pembiayaan 
 Diutamakan milik pasangan usaha, jika bukan milim orangtua, 
anak atau jaminan pihak ketiga lainnya yang dengan 
pertimbangan tertentu dapat disetujui  
 Untuk pembiayaan lebih besar dari 150 juta jaminan harus milik 
ppu atau suami/istri 
6.  Mesin  Max 50%  Faktur pembelian mesin dan atau kwitansi pembelian mesin 





Berdasarkan hasil wawancara dengan Direksi PT. Sulsel Ventura37, 
mengungkapkan bahwa penetapan adanya jaminan merupakan salah 
satu syarat mutlak dalam pemberian bantuan modal usaha. PT. Sulsel 
Ventura secara khusus hanya memberikan bantuan modal kepada 
perusahaan yang telah berpengalaman dan ingin mengembangkan 
usahanya. Untuk usaha mikro yang baru akan dirintis, menurut direksi 
sangatlah riskan untuk memberikan bantuan modal.  Adanya syarat 
jaminan tersebut sejatinya telah mendapat persetujuan dari menteri 
keuangan, mengingat PT. BAV langsung berada dibawah kementerian 
keuangan RI. 
Menurut staf legal PT. Sulsel Ventura38 tidak ada perbedaan 
mencolok antara PT. Sulsel Ventura (non-bank) dengan bank pada 
umunya dalam hal pengembalian pinjaman, jika dalam bank dikenal 
istitalah tabel angsuran yaitu pokok pinjaman + bunga maka pada PT. 
Sulsel ventura dikenal dengan istilah proyeksi arus kas/ cash flow yaitu 
pokok pinjaman + bagi hasil.  
 Menurut hasil wawancara dengan pasangan usaha PT. Sulsel 
Ventura yaitu CV. Arini mengungkapkan bahwa PT. Sulsel Ventura 
dengan jelas telah memberi pengertian pengenai jaminan, pada saat 
akad, dimana jaminan dimaksudkan sebagai pengamanan atas dana yang 
dikucurkan oleh PMV agar dana tersebut tidak disalahgunakan dan 
penggunaannya sesuai dengan maksud pencairannya. Namun lebih lanjut 
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 wawancaea pada tanggal 27 november 2012  
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 wawancara pada tanggal 10 desember 2012 
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menurut pasangan usaha alangkah baiknya jika tidak ada jaminan 
mengingat usaha yang mereka geluti adalah usaha kecil (fotocopy). 
Hal yang sama juga dirasakan oleh UD. Rahmat Celebes yang 
bergerak dibidang jasa ekspedisi darat di Makassar yang telah menjadi 
PPU sejak tahun 2010, menurut pimpinan UD. Rahmat Celebes jaminan 
yang menjadi syarat dalam penyertaan modal memberatkan PPU 
sehingga PPU merasa tidak ada perbedaan dalam pembiayaan antara 
bank dan PMV selain dari pada PMV prosedurnya lebih sederhana dan 
pencairan lebih cepat serta lebih mudah disetujui jika dibandingkan 
dengan bank. 
Sejauh yang penulis baca dan teliti Pada setiap kegiatan bisnis 
pembiayaan, termasuk juga modal ventura, inisiatif mengadakan 
hubungan kontraktual berasal dari pihak-pihak terutama perusahaan 
pasangan usaha (Investee Company). Dengan demikian, kehendak pihak-
pihak yang menjadi sumber hukumnya. Kehendak pihak-pihak tersebut 
dituangkan dalam bentuk tertulis berupa rumusan perjanjian yang 
menentapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam bisnis 
pembiayaan modal ventura. Namun temuan selama penelitian 
mengungkapkan bahwa isi perjanjian lebih berat pada kepentingan PMV 
hal ini tersirat dari ketentuan yang ditetapkan oleh PMV dalam bentuk 
perjanjian baku yang kemudian diberikan kepada PPU untuk ditanda 
tangani, hal ini jelas tidak menampung kehendak PPU. 
62 
Perusahaan modal ventura dikenal sebagai perusahaan dengan 
resiko tinggi, dikarenakan dalam konteksnya perusahaan modal ventura 
tidak mengenal jaminan. Namun seiring berkembangnya perusahaan-
perusahaan modal ventura di Indonesia syarat adanya jaminan umum 
ditemukan. Kedudukan perusahaan modal ventura yang secara konteks 
sangat berbeda dengan lembaga keuangan perbankan, namun 
kenyataannya tidak jauh berbeda lagi. Selain itu tidak penulis temukan 
peraturan yang mengatur mengenai larangan jaminan dalam modal 
ventura sehingga tidak adanya sanksi menjadikan syarat jaminan semakin 
umum diterapkan pada pemodalan modal ventura karena yang menjadi 
acuan adalah perjanjian antara perusahaan modal ventura dan 
perusahaan pasangan usaha. Lebih lanjut akan penulis bahas mengenai 
kontrak perjanjian antara perusahaan modal ventura dan pasangan 
usahanya. 
Kedua perusahaan modal ventura yang menjadi subjek penelitian 
penulis menggunakan pola bagi hasil dalam menjalankan pendanaan 
terhadap pasangan usahanya. Perjanjian pembiayaan dengan pola bagi 
hasil (terlampir) memenuhi Asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut 
merupakan suatu asas terbuka yang tersirat dari Pasal 1338 (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: “Semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya”. 
63 
Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut 
seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita 
diperbolehkan membuat  perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau 
tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang 
membuatnya seperti suatu undang-undang, atau dengan perkataan lain 
dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi 
kita sendiri. 
Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak 
dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban 
umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan39 
Hubungan hukum modal ventura selalu dibuat tertulis sebagai 
dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum. Kontrak modal 
ventura dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak memuat rumusan 
kehendak berupa kewajiban dan hak pihak perusahaan modal ventura 
serta pihak perusahaan pasangan usaha. 
Kontrak modal ventura merupakan dokumen hukum utama yang 
dibuat secara sah dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam 
Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat hukum kontrak yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai undang-undang bagi perusahaan modal ventura dan 
perusahaan pasangan usaha. 
  
                                                           
39
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya 






Dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai 
berikut:  
1. Dari kedua perusahaan modal ventura tersebut, keduanya tidak 
terlibat secara langsung dalam hal manajemen, administrasi, 
pemasaran dan akuntansi perusahaan pasangan usaha.  
a. Keterlibatan PT. Celebes Capital bisa dikatakan tidak ada, 
setiap bulannya PT. Celebes Capital meminta pembayaran 
yang telah disepakati yaitu, pada bulan pertama pasangan 
usaha harus membayar 2% dari pinjamannya dan bulan kedua 
pasangan usaha harus membayar 2% dari pinjaman ditambah 
dengan jumlah pinjaman yang diberikan oleh PT. Celebes 
Capital, jika kendaraan tersebut tidak terjual maka pasangan 
usaha akan membelinya atau kendaraan tersebut akan dilelang. 
Pasangan usaha merasa  dituntut untuk memenuhi standar dari 
perusahaan modal ventura tanpa mendapatkan bantuan 
memadai dalam hal kegiatan operasional.  
b. Berbeda dengan PT. Sulsel Ventura yang menyediakan 
bantuan manajemen untuk perusahaan pasangan usaha yang 
ditawarkan sebelum perjanjian ditanda tangani, namun banyak 
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dari perusahaan pasangan usaha yang menolak bantuan 
tersebut karena merasa perusahaan modal ventura akan terlalu 
mencampuri bisnis mereka. 
2. Perlindungan hukum perusahaan modal ventura dalam keterlibatan 
pada perusahaan pasangan usaha 
Setiap kegiatan bisnis pembiayaan, termasuk juga modal ventura, 
inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari pihak-pihak 
terutama perusahaan pasangan usaha. Dengan demikian, kehendak 
pihak-pihak yang menjadi sumber hukumnya. Kehendak pihak-pihak 
tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis berupa rumusan perjanjian yang 
menentapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam bisnis 
pembiayaan modal ventura. Namun temuan selama penelitian 
mengungkapkan bahwa isi perjanjian lebih berat pada kepentingan PMV 
hal ini tersirat dari ketentuan yang ditetapkan oleh PMV dalam bentuk 
perjanjian baku yang kemudian diberikan kepada PPU untuk ditanda 
tangani, hal ini jelas tidak menampung kehendak PPU. 
Motif untuk mendapat keuntungan yang tinggi dengan resiko yang 
tinggi pula, tidak ditempuh oleh modal ventura. Modal ventura cenderung 
berhati-hati, ini terlihat pula pada jangka waktu investasi yang semestinya 
jangka menengah atau panjang, tetapi mereka menempuh jangka pendek 
atau menengah. Dalam setiap pemberian penyertaan perusahaan modal 
ventura  meminta jaminan 
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a. PT. Celebes Capital mensyaratkan jaminan BPKB dari 
kendaraan-kendaraan yang dijual oleh perusahaan pasangan 
usaha, selain itu juga mensyaratkan deposit (dalam perjanjian 
disebut sebagai jaminan) sebesar Rp. 25.000.000,-. Jaminan 
merupakan kendala yang besar menurut pasangan usaha, 
Pasangan usaha merasa tidak berbeda dengan pihak ke-3 yang 
mencarikan pembeli untuk barang pihak pertama (PMV). 
b. PT. Sulsel Ventura yang memiliki pasangan usaha dari beragam 
bidang usaha, menetapkan jaminannya dapat berupa benda 
bergerak, tidak bergerak dan surat berharga. Penetapan 
jaminan ini dianggap wajar mengingat modal yang disertakan 
juga besar. 
Kedua perusahaan modal ventura melenceng dari karakteristik 
dasar modal ventura sehingga lebih mirip dengan lembaga pembiayaan 
lain seperti perbankan. 
Selain itu dilihat dari sudut perjanjian antara kedua perusahan 
modal ventura dan pasangan usahanya mengacu pada asas kebebasan 
berkontrak dimana Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya selama tidak 





B. Saran  
Mengingat perusahaan modal ventura didirikan untuk membantu 
perusahaan kecil dan menengah agar dapat memajukan usahanya 
sehingga usaha pasangan usaha dapat berkembang maka penulis 
menyarankan diperhatikannya pemberian bantuan dalam hal manajemen 
dan hal-hal lain yang mungkin pasangan usaha perlukan untuk 
mengembangkan usahanya. Khususnya kepada PT. Celebes Capital yang 
terkesan tidak peduli terhadap perkembangan pasangan usaha selama 
pasangan usaha tidak wanprestasi. 
Selain itu perusahaan modal ventura merupakan perusahaan non-
bank yang dikenal sebagai perusahaan dengan resiko tinggi karena 
menyertakan modal, bukannya pinjaman modal kepada perusahaan 
pasangan usaha maka penulis sarankan agar tidak membebankan 
perusahaan pasangan usaha dengan syarat jaminan, tetapi lebih 
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Draf Perjanjian Pembiayaan Pola Bagi Hasil antara PT. Sulsel Ventura 
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